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TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGANGGARAN KEUANGAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah  Kabupaten
Lamongan agar dapat berjalan lancar, berdaya guna
dan berhasil guna sesuai ketentuan dalam Peraturan
Menter: Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu
menetapkan Sistem dan Prosedur Penganggaran
Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan dalam
Peraturan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan
dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus
1950j; _

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286); '

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355); '

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049}

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang .
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan -
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesita Nomor
5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesta Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614};
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3351);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang  Standar Akuntansi  Pemerintahan



Menetapkan
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5156);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
199};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450},
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesta Tahun
2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2007 Nomor 10/E};

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun Anggaran 2011 - 2015 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1
Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2012 Nomor 1};

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN
PROSEDUR PENGANGGARAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN



BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

L.
2.
3.
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11.

12.

13.

14.

15.

Daerah adalah Kabupaten Lamongan.

Bupati adalah Bupati Lamongan.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Ketua Tim
Anggaran Pemerintah Daerah dan Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Kabupaten Lamongan yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lamongan dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan
disetujui hersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan peraturan daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran/barang, yang juga melaksanakan pengelolaan
keuangan daerah.

Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah
PPKD vyang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum
daerah.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
SKPD yang dipimpinnya.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
barang milik daerah.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat
PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada SKPD.

Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK
adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau
beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatanm daerah dalam
pelaksanaan APBD pada SKPD.
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Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)
tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD
adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan
dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan
serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana
daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat
PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD sebelum
disepakati dengan DPRD.

Prioritas dan Plafon Anggaran, yang selanjutnya disingkat PPA adalah
program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
dibertkan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yvang selanjutnya disingkat RKA-
SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD
serta rencana pembiayaan sebagal dasar penyusunan APBD.

Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran
badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara
Umum Daerah.

Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD adalah dokumen yang memuat Pendapatan dan Belanja yang
disusun dan disiapkan oleh Kepala SKPD, disahkan oleh PPKD dan
disetujui pengesahannya oleh Sekretaris Daerah yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran/kuasa
pengguna anggaran;

Dokumen Pelaksana Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan
anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku BUD.
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan
pendapatan dan belanja yang digunakan sebagal dasar perubahan
penggunaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya
disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen pelaksanaan perubahan
anggaran badan/dinas/biro keuanagan/bagian keuangan selaku
Bendahara Umum Daerah.



BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan pedoman bagi pemerintah
daerah dalam rangka penerapan Sistem dan Prosedur Penganggaran
dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB I
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. Sistem dan Prosedur Penganggaran Keuangan Daerah
b. Bagan Akun Standar (Uraian Kode Rekening)

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 4

(1) Sistem dan Prosedur Penganggaran Keuangan Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN
Memuat Asas Umum Pelaksanaan APBD, Dokumen
Pelaksanaan Anggaran SKPD

BAB I - PENYUSUNAN KUA DAN PPAS
Memuat Ketentuan Umum, Pihak Terkait, dan Langkah-
langkah Teknis

BAB III : PENYUSUNAN RKA PPKD
Memuat Ketentuan Umum, Pihak Terkait, dan Langkah-
langkah Teknis

BAB IV : PENYUSUNAN RKA SKPD
Memuat Ketentuan Umum, Pihak Terkait, Langkah-
langkah Teknis dan Bagan Alir

BAB V - PENYIAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH APBD
Memuat Ketentuan Umum, Pihak Terkait, Langkah-
langkah Teknis dan Bagan Alir

BAB VI . PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
PENJABARAN APBD
Memuat Ketentuan Umum, Pihak Terkait, Langkah-
langkah Teknis dan Bagan Alir

BAB VII : KETERLAMBATAN APBD
Memuat Ketentuan Umum, Pihak Terkait, dan Langkah-
langkah Teknis

BAB VIII . PENYUSUNAN DPA PPKD
Memuat Ketentuan Umum, Pihak Terkait, dan Langkah-
langkah Teknis

BAB IX : PENYUSUNAN DPA SKPD
Memuat Ketentuan Umum, Pihak Terkait, dan Langkah-
langkah Teknis

BAB X : PERUBAHAN APBD
Memuat Ketentuan Umum, Pihak Terkait, Langkah-
langkah Teknis dan Bagan Alir



BAB XI : BELANJA HIBAH
Memuat Ketentuan Umum, Pihak Terkait, Langkah-
langkah Teknis dan Bagan Alir

BAB XII : BANTUAN SOSIAL
Memuat Ketentuan Umum, Pihak Terkait, Langkah-
langkah Teknis dan Bagan Alir

BAB XIlII : PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
Memuat Ketentuan Umum, Pihak Terkait, Langkah-
langkah Teknis dan Bagan Alir

BAB XIV : PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DOKUMEN
PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN (DPAL) SKPD
Memuat Ketentuan Umum, Pihak Terkait dan Langkah-
langkah Teknis.

(2) Isi beserta uraian sistematika sistern dan prosedur penganggaran
keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

(3) Bagan Akun Standar (Uraian Kode Rekening) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf b tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati
ni,

BAB YV
PENUTUP
Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Lamongan Nomor 63 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2008 Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 3° Um0

Diundangkan di Lamongan
Pada tanggal 30 Desember 2014
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BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 NOMOR 1.1



